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PEOPLE SATISFACTION ANALYSIS
TOWARD HEALTH SERVICE QUALITY 
OF JAMKESDA PROGRAM




The objective of this study is to know how the perception of jamkesda receiver patients which 
reconciliated in M.Yunus Hospital, where is the perception value relate health service quality that 
they receive. what the service is given by jamkesda service unit had give satisfy for them.element 
services are pointed have 14 service elements that can we read in state apparatus capacity cabinet 
decition.
This research type is a survey research with descriptive, quantitative analysis, and quantitative 
method, where the quisioners  as the main instrument of data collectors, data analysis use average 
distribution with likert scale measure 5 point and distribution of frequency with sofware SPSS.
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ANALISIS KEPUASAN MASYARAKAT
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN KESEHATAN 
PROGRAM JAMKESDA
( STUDI KASUS PASIEN RUJUKAN RSUD Dr.M.YUNUS BENGKULU )
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi pasien penerima program jamkesda yang 
dirujuk ke RSUD DR.M.Yunus Bengkulu, dimana penilaian persepsi menyangkut kualitas 
pelayanan kesehatan yang mereka terima. Apakah pelayanan program jamkesda tersebut sudah 
memberikan kepuasan kepada terhadap mereka. Unsur-unsur pelayanan kesehatan yang dinilai 
meliputi 14 unsur yang termuat dalam keputusan pemerintah. 
Jenis Penelitian ini adalah penelitian survey dengan menggunakan metode deskriftif kuantitatif dan 
kualitatif, kuesioner digunakan sebagai alat utama pengumpul data, pengukuran dengan skala likert 
5 poin, dan dihitung rata-rata terhadap keseluruhan unsur. Untuk memudahkan pengolahan data, 
digunakan Software SPSS
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Kata kunci: jamkesda,servis quality, public perception
PENDAHULUAN
Keharusan meningkatkan kualitas pelayanan 
kesehatan adalah tanggungjawab pemerintah 
pusat dan daerah, hal ini adalah wujud dari 
penerapan Undang-Undang Negara RI 
nomor 22 tahun 1999 tentang pemerintah 
daerah yang kemudian diikuti pedoman 
pelaksanaannya berupa peraturan pemerintah 
RI no 25 tahun 2000 tentang kewenangan 
Propinsi sebagai daerah otonomi, 
Konsekwensi logis dari Undang-Undang dan 
peraturan daerah tersebut adalah bahwa 
efektifitas pelayanan kesehatan harus 
disesuaikan dengan jiwa dan semangat 
otonomi.
Oleh karena itu pemerintah perlu 
menyelenggarakan program kesehatan secara 
menyeluruh dan berkesinambungan yang 
bertujuan untuk meningkatkan 
kesadaran,kemauan dan kemampuan hidup 
sehat bagi setiap penduduk agar terwujud 
derajad kesehatan masyarakat yang optimal.
Salah satunya melalui program jaminan 
kesehatan daerah. Jamkesda adalah upaya 
pemerintah daerah dalam memberikan 
pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang 
kurang mampu dan belum sempat tercover 
dengan program jamkesmas. Juga merupakan 
suatu system jaminan kesehatan bagi keluarga 
miskin diwilayah pemerintah daerah yang 
menyelenggarakan. Akan tetapi dalam 
penerapannya, masih banyak masyarakat 
miskin dan tidak mampu belum mengetahui 
adanya program tersebut, sehingga enggan 
untuk berobat ke penyedia layanan yang 
sudah ditunjuk dalam hal ini pukesmas dan 
rujukan rumah sakit yang ditunjuk.
Secara umum keengganan masyarakat miskin 
dan tidak mampu untuk berobat disebabkan 
oleh beberapa faktor diantaranya:
1. Biaya berobat yang dirasa cukup 
tinggi
2. Ketidaktahuan akan adanya 
program jamkesda
3. Kurangnya kesadaran masyarakat 
itu sendiri akan kesehatan
4. Kurangnya sosialisasi dari penyedia 
layanan
5. Gencarnya isue ditengah 
masyarakat bahwa pengguna 
layanan kesehatan gratis kurang 
mendapat tanggapan dan layanan 
yang baik dari penyedia layanan 
dalam hal ini pihak rumah sakit 
yang dirujuk.
Berbagai persoalan tersebut di atas ditambah 
lagi dengan kurang tersosialisasinya program 
Jamkesda, proses administrasi yang harus 
lengkap dan persyaratan yang dibutuhkan 
untuk kemudahan proses pelayanan yang 
terkadang diabaikan.
Kesemua kendala tersebut merupakan 
tantangan penyedia layanan kesehatan dalam 
penulisan ini dikhususkan  Rumah Sakit 
Umum milik Pemerintah Daerah yaitu RSUD 
Dr.M.Yunus Bengkulu.
Rumah sakit sebagai salah satu jenis badan 
layanan umum merupakan ujung tombak 
dalam pembangunan kesehatan masyarakat. 
Dimana rumah sakit mengemban misi untuk 
mencapai pelayanan kesehatan yang 
maksimal. Misi rumah sakit dikatakan 
berhasil dengan baik jika rumah sakit dapat 
memberikan pelayanan dibidang kesehatan 
yang bermutu dengan berusaha 
meningkatkan mutu pelayanan secara intensif 
dan berkesinambungan serta ditunjang oleh 
kelengkapan sarana dan prasarana yang 
memadai.
RSUD Dr. M.Yunus Bengkulu merupakan 
sebuah organisasi milik pemerintah Propinsi 
Bengkulu dengan klasifikasi Rumah Sakit 
kelas B yang bergerak dibidang jasa 
perawatan medis dan merupakan salah satu 
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rumah sakit yang memberikan jasa pelayanan 
rujukan bagi masyarakat yang menjadi 
pengguna jaminan kesehatan termasuk 
pengguna JAMKESDA. Masyarakat atau 
pasien yang mendapat rujukan tersebut 
berasal dari kabupaten dan kota yang ada di 
Propinsi Bengkulu.
Rumah Sakit Dr.M.Yunus Bengkulu sebagai 
rumah sakit rujukan tertinggi di propinsi 
Bengkulu, telah melaksanakan berbagai upaya 
yang ditujukan guna membantu 
penyembuhan penderita yang datang berobat 
ke rumah sakit, termasuk didalamnya adalah 
pasian yang menggunakan fasilitas pelayanan 
kesehatan gratis. Upaya tersebut meliputi 
promotif, preventif, kuratif dan Rehabilitatif.
Sesuai dengan tugas dan fungsi serta dengan 
memperhitungkan potensi, kendala, peluang, 
dan tantangan yang mungkin timbul, RSUD 
Dr. M. Yunus Bengkulu pada tahun anggaran 
tahun 2012 menetapkan tujuan strategis 
dalam bentuk sasaran-sasaran strategis, yang 
mengacu pada Rencana Strategis RSUD Dr. 
M. Yunus Bengkulu pada tahun anggaran 
tahun 2010-2014. 
Langkah ini diambil dalam rangka 
memberikan arah dan penetapan kebijakan 
untuk mencapai kinerja yang efektif dan 
efisien. Sasaran-sasaran strategis tersebut 
sebagai implementasi dari visi dan misi 
RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu. Rumusan 
visi dan misi RSUD Dr. M. Yunus Bengkulu 
mengacu pada visi dan misi pemerintah 
daerah Propinsi Bengkulu, dengan fokus 
pada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang 
telah ditetapkan.
Dengan mengacu pada visi dan misi tersebut, 
RSUD Dr.M.Yunus diharapkan mampu 
menjawab persoalan yang mendasar akan 
ketidaktahuan masyarakat tentang adanya 
pelayanan kesehatan gratis, salah satunya 
adalah program Jamkesda, sekaligus 
memberikan informasi tentang kualitas 
pelayanan yang baik bagi peserta program 
Jamkesda yang mendapat rujukan berobat 
gratis ke Rumah Sakit Umum Dr. M.Yunus 
Bengkulu.
Meskipun gratis dan di kelas 3, pelayanan 
Jamkesda juga harus bermutu dan memenuhi 
kenyamanan pasien sama seperti pasien yang 
membayar ( pasien Umum). Untuk itu 
diharapkan agar penyedia layanan dalam hal 
ini puskesmas dan RSUD melakukan survey 
kepuasan pelayanan, baik kepada pasien 
maupun kepada petugasnya. Hal ini berguna 
agar tingkat kepuasan pasien Jamkesda bisa 
dipantau dan diperbaiki jika menurut 
masyarakat pelayanannya kurang memuaskan.
Adapun pelayan yang diperoleh pasien 
rujukan program Jamkesda meliputi 
pelayanan:
1. Rawat Inap tingkat lanjut dikelas 3 
rumah sakit
2. Rawat Jalan tingkat lanjut dikelas 3 
rumah sakit
3. Transfortasi Rujukan dan rujukan 
balik untuk pasien dari pelayanan 
tingkat dasar ke rumah sakit tempat 
rujukan di tingkat kabupaten
4. Biaya pelayanan kesehatan bagi 
peserta jamkesda yang 
mendapatkan pelayanan kesehatan 
di daerah
Unit pelayanan inilah yang akan diteliti 
apakah kualitas pelayanannya sudah 
memenuhi standar yang diharapkan oleh 
Pemerintah yang mengacu kepada unsur 
pelayanan yang ada dalam keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 
KEP/25/M.PAN/2/2004. Dengan kualitas 
pelayanan terhadap masyarakat yang terus 
ditingkatkan, dapat dianalisa sejauh mana 
persepsi kepuasan masyarakat terhadap 
kualitas pelayanan kesehatan yang mereka 
peroleh dari program jamkesda. Dan 
diharapkan semakin banyak masyarakat 
miskin dan tidak mampu sadar akan 
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pentingnya kesehatan kemudian 
menggunakan fasilitas jaminan kesehatan 
untuk berobat kesarana layanan kesehatan 
yang telah dirujuk dalam hal ini RSUD 
Dr.M.Yunus Bengkulu.
Berangkat dari pemikiran tersebut maka 
penulis mengadakan penelitian dengan judul 
”ANALISISKEPUASAN MASYARAKAT 
TERHADAP KUALITAS PELAYANAN 
KESEHATANPROGRAM JAMKESDA( 
STUDI KASUS PASIEN RUJUKAN 
RSUD Dr.M.YUNUS BENGKULU )”.
Rumusan Masalah  
Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, 
maka yang menjadi permasalahan dalam 
penelitian ini adalah:
Bagaimana persepsi pasien rujukan terhadap 
kualitas pelayanan kesehatan Program 
Jamkesda di RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu.
Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah:
Untuk menganalisis persepsi pasien rujukan 
terhadap kualitas pelayanan kesehatan 
Program Jamkesda di RSUD Dr.M.Yunus 
Bengkulu.
Tinjauan Pustaka
Pelayanan dilaksanakan dalam suatu 
rangkaian kegiatan yang terpadu yang  
bersifat: sederhana, terbuka, lancar, tepat 
waktu, lengkap, wajar, dan terjangkau. Oleh 
karena itu harus mengandung unsur dasar, 
sebagai berikut:
1. hak dan kewajiban bagi pemberi maupun 
penerima pelayanan harus jelas dan 
diketahui secara pasti oleh masing-masing 
pihak.
2. Mutu proses dari pelayanan harus 
diupayakan agar dapat memberikan 
keamanan, kenyamanan, kelancaran dan 
kepastian hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan (Menpan,1993:4) 
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara ( nomor 63 tahun 2003) 
mendefinisikan tentang pelayanan umum 
sebagai:
Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan 
oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah 
dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara 
atau Badan Usaha Milik Daerah dalam 
bentuk barang atau jasa, baik dalam rangka 
upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan 
perundang-undangan.
Dan semua bentuk pelayanan umum oleh 
lembaga milik pemerintah  kepada 
masyarakat semua pelayanannya diharapkan 
dapat mengandung unsur-unsur:
1. Kesederhanaan, pelayanan harus 
mudah,cepat, lancar, tidak 
berbelit-belit,mudah dipahami 
dan mudah dilaksanakan
2. Kejelasan dan kepastian, dalam 
hal prosedur pelayanan, 
persyaratan pelayanan dan unit 
pejabat yang bertanggungjawab, 
hak dan kewajiban petugas 
maupun pelanggan, dan pejabat 
yang menangani keluhan
3. Keamanan, proses dan hasil 
pelayanan harus aman dan 
nyaman, serta memberikan 
kepastian hukum
4. Keterbukaan, segala sesuatu 
tentang proses pelayanan harus 
disampaikan secara terbuka 
kepada masyarakat diminta atau 
tidak diminta
5. Efisien, tidak perlu terjadi 
duplikasi persyaratan oleh 
beberapa pelayanan sekaligus
6. Ekonomis, biaya pelayanan 
ditetapkan secara wajar dengan 
mempertimbangkan nilai layanan, 
daya beli masyarakat dan 
peraturan perundangan lainnya
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7. Keadilan, pelayanan harus merata 
dalam hal jangkauan dan 
pemamfaatannya
8. Ketepatan waktu, tidak perlu 
berlama-lama
Berkaitan dengan kualitas pelayanan. 
Fitzsimmons(1994:190) mengutarakan bahwa 
kualitas pelayanan merupakan suatu yang 
kompleks, sehingga untuk menentukan 
sejauhmana kualitas dari pelayanan tersebut, 
dapat dilihat dari lima dimensi, yaitu:
1. Reliability, kemauan untuk memberikan 
secara tepat dan benar, jenis pelayanan 
yang telah dijanjikan kepada konsumen 
atau pelanggan.
2. Responsiveness, kesadaran atau keinginan 
untuk membantu konsumen dan 
memberikan pelayanan yang cepat.
3. Empathy, kemauan pemberi layanan 
untuk melakukan pendekatan, 
memberikan perlindungan, serta berusaha 
untuk mengetahui keinginan dan 
kebutuhan konsumen.
4. Tangibles, penampilan para pegawai dan 
fasilitas fisik lainnya, seperti peralatan 
atau perlengkapan yang menunjang 
pelayanan.
Dalam rangka menyiapkan pelayanan yang 
berkualitas yang sesuai dengan harapan perlu 
didasarkan pada sistem kualitas yang memiliki 
ciri atau karakteristik tertentu. Suatu 
masyarakat pelanggan akan selalu memulai 
dari pelayanan, sehingga pelayanan yang 
diberikan harus dapat memenuhi kebutuhan 
konsumen. Dengan demikian organisasi yang 
dapat meningkatkan kualitas pelayanan 
kepada masyarakat, selalu berfokus pada 
pencapaian layanan, sehingga pelayanan yang 




Jenis penelitian ini adalah survei, kerlinger 
(1996 ) mengatakan” penelitian survei adalah 
penelitian yang dilakukan pada populasi besar 
maupun kecil, tetapi data yang dipelajari 
adalah data dari sampel yang diambil dari 
populasi tersebut, penelitian survei biasanya 
dilakukan untuk mengambil suatu generalisasi 
dari pengamatan yang tidak mendalam, tetapi 
generalisasi yang dilakukan bisa lebih akurat 
bila digunakan sampel yang refresentatif. 
sedangkan metode yang digunakan dalam 
penelitian ini menggunakan deskriptif analitis 
kuantitatif dan kualitatif. Deskriptif analitis 
adalah suatu metode penelitian yang 
mengambil sampel dari suatu populasi 
dengan menggunakan kuesioner sebagai alat 
pengumpul data. (Riduwan :217)
Variabel yang dianalisis dalam penelitian ini 
adalah meliputi variabel-variabel dari kualitas 
pelayanan, yaitu unsur pelayanan yang 
diambil dari Keputusan Men.PAN 
Nomor:25/KEP/M.PAN/2/2004, yang 
kemudian dikembangkan menjadi 14 unsur 
yang relevan, valid dan reliabel, sebagai unsur 
minimal yang harus ada untuk dasar 
pengukuran persepsi kepuasan masyarakat 
penerima layanan, dalam penelitian ini 
persepsi pasien rujukan penerima program 
jamkesda di RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu. 
Variabel-variabel yang dianalisis dalam 
penelitian ini diukur dengan menggunakan 
skala likert 5-point, dimulai dari jawaban a 
diberi skor 5 sampai jawaban e diberi skor 1. 
Kesemua nilai peryataan berdasarkan nilai 
likert tersebut berikutnya digabung sehingga 
dapat diperoleh nilai total yang dapat 
menggambarkan obyek yang diteliti 
(Arikuntoro :2004).
variable-variabel yang dianalis dalam 
penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Prosedur pelayanan yaitu:
Kemudahan tahapan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat dilihat dari 
sisi kesederhanaan alur pelayanan baik 
terhadap pelayanan rawat jalan tingkat 
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lanjutan maupun pelayanan rawat inap 
tingkat lanjutan, untuk variabel prosedur 
pelayanan ini, diberikan satu pertanyaan 
dengan lima alternatif jawaban, dimana 
responden tinggal memilih sesuai arahan 
pertanyaan, bobot nilai terhadap jawaban 
responden diberikan nilai tertinggi 5 dan 
terendah 1, sehingga total nilai maksimal 
5 dan total nilai minimal 1.
2. Persyaratan pelayanan yaitu:
Persyaratan teknis dan administrative 
yang diperlukan untuk mendapatkan 
pelayanan sesuai dengan jenis 
pelayanannya, apakah pasien 
mendapatkan rujukan rawat jalan atau 
pasien mendapatkan rujukan rawat inap 
dan yang diterima pasien sudah sesuai 
dengan rujukan yang diterimanya dengan 
kata lain jenis perawatan rawat jalan 
petugas memberikan persyratan rawat 
jalan ke pasien bukan persyaratan rawat 
inap. Untuk variabel persyaratan 
pelayanan, diberikan satu pertanyaan 
dengan lima alternatif jawaban, dengan 
nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, total 
nilai maksimal 5 dan nilai minimal 1.
3. Kejelasan petugas pelayanan yaitu:
Keberadaan dan kepastian petugas yang 
memberikan pelayanan ( nama, jabatan 
serta kewenangan dan 
tanggungjawabnya). Dimana petugas yang 
bertanggung jawab menangani pasien 
untuk masing-masing jenis pelayanan, 
keberadaan dan kepastian pelayanannya 
memudahkan pasien, pasien tidak perlu 
susah mencari, karena semuanya sudah 
jelas. Untuk variable petugas pelayanan, 
diberikan satu pertanyaan dengan lima 
alternatif jawaban, dengan nilai tertinggi 5 
dan nilai terendah 1, total nilai maksimal 
5 dan nilai minimal 1
4. Kedisiplinan petugas pelayanan yaitu:
Kesungguhan petugas dalam memberikan 
pelayanan terutama terhadap konsistensi 
waktu kerja sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku. Dengan kedisiplinan petugas 
diharapkan pelayanan yang diberikan 
tepat waktu, tepat sasaran dan tidak ada 
pasien yang menunggu terlalu lama giliran 
pengobatan. Untuk variabel kedisiplinan 
petugas pelayanan, diberikan satu 
pertanyaan dengan lima alternatif 
jawaban, dengan nilai tertinggi 5 dan nilai 
terendah 1, total nilai maksimal 5 dan 
nilai minimal 1.
5. Tanggung jawab petugas pelayanan yaitu:
Kejelasan wewenang dan tanggung 
jawab petugas dalam penyelenggaraan 
dan penyelesaian pelayanan. Petugas 
yang diberikan wewenang untuk 
menyelesaikan proses pelyanan kepada 
pasien sepenuhnya bertanggung jawab 
akan keperluan pasien mencakup 
pelayanan yang diberikan, sehingga 
pasien tidak diabaikan. Untuk variable 
tanggung jawab petugas pelayanan, 
diberikan satu pertanyaan dengan lima 
alternatif jawaban, dengan nilai tertinggi 
5 dan nilai terendah 1, total nilai 
maksimal 5 dan nilai minimal 1.
6. Kemampuan petugas pelayanan yaitu:
Tingkat keahlian dan keterampilan yang 
dimiliki petugas dalam memberikan dan 
menyelesaikan pelayanan kepada 
masyarakat. Petugas pemberi layanan 
sudah dibekali oleh SOP ( Standar 
Operation Procedur) dan menjalankan 
tugasnya sesuai SOP, sehingga 
keterampilan untuk melayani, menjawab 
dan menangani keluahan pasien bukan 
merupakan hal yang sulit, semua dapat 
teratasi. Untuk variabel kemampuan 
petugas pelayanan, diberikan satu 
pertanyaan dengan lima alternatif 
jawaban, dengan nilai tertinggi 5 dan 
nilai terendah 1, total nilai maksimal 5 
dan nilai minimal 1.
7. Kecepatan pelayanan yaitu:
Target waktu pelayanan yang dapat 
diselesaikan dalam waktu yang telah 
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ditentukan oleh unit penyelenggara 
pelayanan. Hal ini mengandung arti 
bahwa petugas pelayanan tidak bertele-
tele, tidak mengulur-ulur waktu 
pelayanan, semua diberikan kepada 
pasien sesuai jadwal yang ditetapkan. 
Kehandalan petugas dalam unsur ini 
sangat diharapkan tinggi karena dengan 
kecepatan pelayanan akan meminimalisir 
kegagalan dalam hal menangani pasien 
yang memang membutuhkan 
penanganan yang cepat. Untuk variabel 
kecepatan pelayanan, diberikan satu 
pertanyaan dengan lima alternatif 
jawaban, dengan nilai tertinggi 5 dan 
nilai terendah 1, total nilai maksimal 5 
dan nilai minimal 1.
8. Keadilan mendapat pelayanan yaitu:
Pelaksanaan pelayanan dengan tidak 
membedakan golongan /status/jenis 
kelamin/pekerjaan/ usia/asal rujukan 
masyarakat yang dilayani. misalnya 
pasien yang berasal dari rujukan 
kabupaten Bengkulu Selatan 
diistimewakan karena petugas rata-rata 
dari Bengkulu Selatan atau pasien 
dengan usia yang muda pelayanannya 
dibedakan dengan pasien yang tua. 
Untuk variabel keadialan pelayanan, 
diberikan satu pertanyaan dengan lima 
alternatif jawaban, dengan nilai tertinggi 
5 dan nilai terendah 1, total nilai 
maksimal 5 dan nilai minimal 1.
9. Kesopanan dan keramahan petugas yaitu:
Sikap dan perilaku petugas dalam 
memberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara sopan dan ramah, 
saling menghargai dan menghormati. 
Untuk variable kesopanan dan keramahan 
petugas pelayanan, diberikan satu 
pertanyaan dengan lima alternatif 
jawaban, dengan nilai tertinggi 5 dan nilai 
terendah 1, total nilai maksimal 5 dan 
nilai minimal 1.
10. Kewajaran biaya pelayanan yaitu:
Keterjangkauan masyarakat terhadap 
besarnya biaya pelayanan yang 
ditetapkan oleh unit pelayanan. Dan 
pasien tidak dikenakan biaya tambahan 
karena semua pelayanan sudah 
ditanggung pemerintah, biaya yang 
dikeluarkan pasien hanya biaya-biaya 
yang merupakan persyaratan pelayanan 
yang harus dilampirkan. Misalnya copy 
ktp, copy surat rujukan dan sebagainya. 
Untuk variabel kewajaran biaya 
pelayanan, diberikan satu pertanyaan 
dengan lima alternatif jawaban, dengan 
nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, total 
nilai maksimal 5 dan nilai minimal 1.
11. Kepastian biaya pelayanan yaitu:
Kesesuaian antara biaya yang 
dibayarkan dengan biaya yang telah 
ditetapkan. Dalam unsur ini diharapkan 
tidak ada biaya dadakan atau tiba-tiba 
yang besaran biayanya mengejutkan 
pasien dan menyebabkan pasien 
tertunda mendapatkan pelayanan. 
Untuk variabel kepastian biaya 
pelayanan, diberikan satu pertanyaan 
dengan lima alternatif jawaban, dengan
nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, 
total nilai maksimal 5 dan nilai minimal 
1.
12. Kepastian jadwal pelayanan yaitu:
Pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai 
dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. Kepastian jadwal pelayanan 
sangat diharapkan pasien yang 
mendapatkan rujukan rawat jalan 
ataupun rujukan rawat inap, karena 
akan sangat merugikan pasien jika 
jadwal pengobatan/pelayanan tidak 
pasti, terutama untuk pasien yang 
menggunakan rujukan rawat jalan dari 
kabupaten. Dan untuk pasien yang 
mendapatkan pelayanan rawat inap 
akan terbuang waktu dan bertambah 
penyakitnya jika jadwal pelayanan tidak 
pasti. Untuk variabel kepastian jadwal 
pelayanan, diberikan satu pertanyaan 
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dengan lima alternatif jawaban, dengan 
nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, 
total nilai maksimal 5 dan nilai minimal 
1.
13. Kenyamanan lingkungan yaitu:
Kondisi sarana dan prasarana pelayanan 
yang bersih, rapi, dan teratur, antara 
unit pelayanan yang satu dengan unit 
pelayanan lainnya tidak tumpang tindih, 
ada petugas yang menjaga kebersihan, 
ada tempat pembuangan sampah, 
adanya larangan merokok ataupun 
membuang sampah sembarangan 
disetiap unit pelayanan sehingga dapat 
memberikan rasa nyaman kepada 
penerima pelayanan. Untuk variable 
kenyamanan lingkungan pelayanan, 
diberikan satu pertanyaan dengan lima 
alternatif jawaban, dengan nilai tertinggi 
5 dan nilai terendah 1, total nilai 
maksimal 5 dan nilai minimal 1.
14. Keamanan pelayanan yaitu:
Terjaminnya tingkat keamanan 
lingkungan unit penyelenggara 
pelayanan ataupun sarana yang 
digunakan, sehingga masyarakat merasa 
tenang untuk mendapatkan pelayanan 
terhadap resiko-resiko yang diakibatkan 
dari pelaksanaan pelayanan. Contohnya 
tidak ada preman yang berkeliaran 
diunit pelayanan, ada petugas penjaga 
keamanan di setiap unit pelayanan, dan 
fasilitas atau sarana yang diterima 
pasien tidak membahayakan, misalnya 
fasilitas kamar mandi, kamar tidur, 
peralatan medis semuanya aman 
digunakan. Untuk variabel keamanan 
pelayanan, diberikan satu pertanyaan 
dengan lima alternatif jawaban, dengan 
nilai tertinggi 5 dan nilai terendah 1, 
total nilai maksimal 5 dan nilai minimal 
1.
Untuk keperluan analisis kuantitatif, maka 
jawaban dapat diberi skor. Ada lima alternatif 
jawaban untuk variabel yang mempengaruhi 
persepsi pasien rujukan terhadap kualitas 
pelayanan program jamkesda dengan skor 
sebagai berikut :
Tabel.1. Kepuasan Masyarakat Terhadap 
Seluruh unsur Pelayanan
Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian di RSMY 
Tahun 2013
Secara keseluruhan penilaian persepsi 
masyarakat terhadap unsur kualitas pelayanan 
kesehatan pada unit pelayanan rujukan pasien 
jamkesda RSUD Dr.M.Bengkulu hasilnya 
cukup baik. Hal ini terlihat dari hasil 
pengolahan data kuesioner yang diberikan 
kepada masyarakat pengguna jamkesda 
terhadap 14 unsur pelayanan kesehatan yang 
dinilai. Dari hasil pengolahan data secara 
keseluruhan di peroleh 64 orang responden 
menjawab cukup baik, 9 orang menjawab 
baik, 2 orang menjawab kurang baik dan 1 
orang menjawab sangat baik. 
Tabel 2. Rata-rata Jawaban Responden 









Kurang Baik 2 2,6 2,6 2,6
Cukup Baik 64 84,2 84,2 86,8
Baik 9 11,8 11,8 98,7
Sangat Baik 1 1,3 1,3 100,0
Total 76 100,0 100,0
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Peryataan Jmlh Responden Nilai Jmlh Skor
Kurang Baik 2 2 4
Cukup Baik 64 3 192
Baik 9 4 36




Sumber : Hasil Pengolahan data Penelitian di RSMY 
Tahun 2013.
Maka dari rata-rata keseluruhan unsur 
diperoleh nilai interpresi skor atau nilai 
interval sebagai berikut:
Tabel 3 Kriteria Jawaban Responden 
terhadap 14 unsur Pelayanan
Nilai Interpresi 
Skor/interval Kinerja  Unit  Pelayanan
1,0   -   1,80 Tidak baik
1,81  -  2,60 Kurang baik
2,61 -   3,40 cukup baik
3,41-    4,20 Baik
4,21 -   5,00 Sangat baik
Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian 
di RSMY Tahun 2013
Dari pengolahan data dapat disimpulkan 
bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas 
pelayanan kesehatan program Jamkesda, pada 
unit pelayanan rujukan RSUD Dr. M.Yunus 
Bengkulu, rata-rata pasien menjawab pada 
alternative pilihan jawaban 3 untuk masing-
masing unsur pelayanan kesehatan yaitu 
cukup mudah, cukup sesuai, cukup jelas, 
cukup disiplin, cukup bertanggungjawab, 
cukup mampu, cukup tepat, cukup adil, 
cukup sopan dan ramah, cukup wajar, cukup 
sesuai, cukup tepat, dan cukup aman. 
Kesemua pilihan jawaban tersebut terletak 
pada nilai skor 3 dengan kategori jawaban 
cukup baik artinya secara keseluruhan 
pelayanan kesehatan dinilai cukup baik.
Tetapi perlu dilihat lagi unsur mana yang 
masih membutuhkan perhatian lebih untuk 























































48 3,1 63,2 % Cukup 
Mudah
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walaupun berada pada kategori nilai yang 
sama, tetapi masing-masing unsur persentase 
perolehan suara respondennya berbeda, 
sehingga masih dapat dikelompokkan lagi.
unsur yang mempunyai nilai terendah dan 
unsur yang tertinggi ( tabel 4.2.1 )
Tabel 4. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan 
Berdasarkan Unsur Pelayanan.
Prioritas peningkatan kualitas pelayan 
berdasarkan unsur pelayanan
                  ( Lanjutan tabel 4.2.1 )
9 Keamanan 
pelayanan
48 3,1 63,2 % Cukup Mudah
10 Persyaratan 
pelayanan




49 3,1 64,5 % Cukup Mudah
12 Prosedur 
pelayanan








53 3,3 69,7 % Cukup Mudah
Sumber : Hasil Pengolahan Data Penelitian di RSMY 
Tahun 2013
Unsur yang harus mendapat prioritas 
perbaikan dilihat dari perolehan rata-rata 
terendah sampai ke unsur yang memperoleh 
nilai rata-rata tertinggi. Dikelompokkan 
menjadi 4 bagian yaitu: 
1. Kelompok unsur dengan rata-rata 3,0
2. Kelompok unsur dengan rata-rata 3,1
3. Kelompok unsur dengan rata-rata 3,2
4. Kelompok unsur dengan rata-rata 3,3
Unsur yang berada di kelompok rata-rata 3,0, 
dianggap unsur yang terendah, dan perlu 
mendapat perhatian ekstra dari penyedia 
layanan untuk lebih ditingkatkan kualitas 
pelayanannya. Terdiri dari:
1. Kemampuan petugas pelayanan
2. Kepastian biaya pelayanan
3. Kenyamanan lingkungan
Unsur yang berada di kelompok rata-rata 3,1, 
dianggap unsur lebih baik dari unsur 
terendah, tetapi tetap membutuhkan 
perbaikan yaitu:
1. Kejelasan Petugas Pelayanan
2. Tanggung Jawab Petugas Pelayanan
3. Kecepatan Pelayanan
4. Kedisiplinan Petugas Pelayanan




8. Kepastian Jadwal Pelayanan
Unsur ketiga yang berada dirata-rata 3,2 
hanya dua unsur yaitu:
1. Prosedur Pelayanan
2. Keadilan Mendapatkan Pelayanan
Kelompok unsur ketiga ini perlu 
dipertahankan dan lebih ditingkatkan lagi 
kualitas pelayanannya, karena inti dari 
pelayanan kesehatan dimulai dari prosedur 
pelayanan, jika pelaksanaan prosedur 
pelayanan dianggap mudah atau bahkan 
sangat mudah, tentunya pasien akan sangat 
terbantu dan tidak ada kesulitan untuk 
menjalani proses pengobatan. Unsur ini 
masih berada dikategori cukup mudah yang 
artinya kualitas pelayanan dalam penilaian 
cukup baik, Unit penyedia layanan disarankan 
untuk meningkatkan ke kategori penilaian 
baik bahkan sangat baik.
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Unsur yang harus dipertahankan kualitas 
kinerja dan pelayanannya dan berada diurutan 
unsur tertinggi dengan rata-rata 3,3 hanya 
satu unsur yaitu: Kewajaran Biaya 
Pelayanan. Untuk unsur  kewajaran biaya 
pelayanan, dengan jumlah responden yang 
memilih sebanyak 53 orang atau 69,7 % dari 
total responden, artinya unsur ini kualitas 
pelayanannya paling memuaskan responden, 
rata-rata semua responden menyepakati 
kewajaran biaya pelayanan, sisanya 22 orang 
menjawab wajar, dan hanya 1 orang 
menjawab kurang wajar. Sehingga unsur ini 
lebih mudah untuk ditingkatkan kekategori 
penilaian baik bahkan sangat baik .
PENUTUP
Simpulan
Hasil penelitian Analisis Kepuasan 
Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan 
Kesehatan Program Jamkesda ( Studi kasus 
pasien rujukan RSUD Dr. M.Yunus 
Bengkulu ), berdasarkan hasil persepsi 
masyarakat yang nilai dari 14 unsur pelayanan 
kesehatan yang dirasakan mencakup: 
prosedur pelayanan, persyaratan pelayanan, 
kejelasan petugas pelayanan, kedisiplinan 
petugas pelayanan, tanggung jawab petugas 
pelayanan, kemampuan petugas pelayanan, 
kecepatan pelayanan, keadilan mendapatkan 
pelayanan, kesopanan dan keramahan 
petugas, kewajaran biaya pelayanan, kepastian 
biaya pelayanan, kepastian jadwal pelayanan, 
kenyamanan lingkungan dan keamanan 
pelayanan.
Dapat disimpulkan keseluruhan unsur 
tersebut diatas rata- rata responden 
menjawab dengan hasil nilai Cukup baik. 
Unsur yang persentasenya paling rendah yaitu 
kejelasan petugas pelayanan nilai persepsinya 
harus lebih ditingkatkan kearah yang lebih 
baik, sedangkan unsur yang persentasenya 
paling tinggi yaitu kewajaran biaya pelayanan 
harus dapat dipertahankan dan diusahakan 
persepsi masyarakat bergeser dari cukup baik 
menjadi baik atau bahkan sangat baik.
Saran
Dari hasil pengamatan, penyebaran kuesioner 
dan pengolahan data yang penulis jalankan, 
ada banyak temuan yang mungkin bisa jadi 
semacam pedoman untuk instansi terkait 
dalam hal ini RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu 
untuk menggunakan analisis ini dalam 
meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di 
unit-unit pelayanan lain yang ada di 
lingkungan RSUD Dr.M.Yunus Bengkulu, 
dan penelitian ini dapat dikembangkan lebih 
lanjut tidak sekedar mengukur persepsi 
pasien, tetapi juga dapat mengukur persepsi 
petugas pemberi layanan terhadap unsur-
unsur pelayanan lain yang masih dapat 
dikembangkan.
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